
1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
IZIN	:	13092400902290001

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	2022	tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	Indonesia	menerbitkan	Izin	Penyelenggaraan	Jasa
Akses	Internet	(Internet	Service	Provider/ISP)	kepada	Pelaku	Usaha	berikut	ini:

1. Nama	Pelaku	Usaha : PT	TIMEPLUS	NETWORK	MEDIA
2. Nomor	Induk	Berusaha	(NIB) : 1309240090229
3. Alamat	Kantor : KP.	WALAHIR,	Desa/Kelurahan	Nambo,	Kec.	Klapanunggal,	Kab.	Bogor,

Provinsi	Jawa	Barat,
Kode	Pos:	16710

4. Status	Penanaman	Modal : PMDN
5. No.	Telepon : 081223165663
6. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia

(KBLI)
: 61921	-	Internet	Service	Provider

7. Lokasi	Usaha : KP	WALAHIR	RT	10	RW	05,	Desa/Kelurahan	Nambo,	Kec.	Klapanunggal,
Kab.	Bogor,	Provinsi	Jawa	Barat,	
Kode	Pos:	16710

8. Status : Telah	memenuhi	persyaratan

Lampiran	Izin	ini	memuat	daftar	persyaratan	dan/atau	kewajiban	sesuai	dengan	kode	KBLI	Pelaku	Usaha	dan	merupakan	bagian
tidak	 terpisahkan	 dari	 dokumen	 Izin	 yang	 dimaksud.	 Pelaku	 Usaha	 dengan	 Izin	 tersebut	 di	 atas	 wajib	 menjalankan	 kegiatan
usahanya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	tanggal:	13	Agustus	2025

a.n.	Menteri	Komunikasi	dan	Digital
Menteri	Investasi	dan	Hilirisasi/

Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	13	Agustus	2025
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3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN

IZIN	:	13092400902290001

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha,	persyaratan	dan/atau	kewajiban:

Judul
KBLI

Klasifikasi
Risiko Persyaratan	dan/atau	Kewajiban Bukti

Pemenuhan
Lembaga
Verifikasi

Masa
Berlaku

61921 Internet
Service
Provider

Tinggi Persyaratan:	
-	Tidak	memiliki	kewajiban	Penerimaan	Negara	Bukan	Pajak
yang	terhutang	kepada	kementerian	yang	menyelenggarakan
urusan	pemerintahan	di	bidang	komunikasi	dan	informatika;
-	Memenuhi	dokumen	dan	persyaratan	sebagai	berikut:
Rencana	usaha	(business	plan)	yang	memuat:	Jenis	layanan
sesuai	dengan	penyelenggaraan	yang	dimohonkan;	dan
Cakupan	wilayah	pembangunan	dan	layanan	yang	akan
dibangun	(roll	out	plan)	yang	merupakan	komitmen	untuk	5
(lima)	tahun.	Pernyataan:	Kepemilikan	dana	dari	bank,	paling
sedikit	sebesar	5%	(lima	persen)	dari	total	investasi	untuk
pembangunan	sarana	dan	prasarana	telekomunikasi	selama
5	(lima)	tahun	sebagaimana	tercantum	dalam	roll	out	plan;
&nbsp;Susunan	kepemilikan	saham	perusahaan	langsung
sampai	dengan	2	(dua)	tingkat	di	atas	perusahaan	Pelaku
Usaha,	termasuk	negara	asal	pemilik	saham;	Tidak	akan
merubah	susunan	kepemilikan	saham	perusahaan	setelah
mendapat	izin	penyelenggaraan	telekomunikasi,	sebelum
memenuhi	kewajiban	pembangunan	paling	sedikit	50	%	(lima
puluh	persen)	dari	total	kewajiban	pembangunan	selama	5
(lima)	tahun	sebagaimana	tercantum	dalam	izin
penyelenggaraan	telekomunikasi;	Kesanggupan
melaksanakan	ketentuan	penyelenggaraan	jasa
telekomunikasi;	dan	Menyampaikan	data	yang	valid	dan
benar.	Konfigurasi	data	teknis	dan	perangkat;	Tidak	memiliki
kewajiban	Penerimaan	Negara	Bukan	Pajak	yang	terhutang
kepada	kementerian	yang	menyelenggarakan	urusan
pemerintahan	di	bidang	komunikasi	dan	informatika;	Memiliki
konfirmasi	status	wajib	pajak	dari	kementerian	yang
menyelenggarakan	urusan	pemerintahan	di	bidang
keuangan;	dan	Daftar	susunan	pengurus	untuk	membuktikan
bahwa	Direksi,	Pengurus,	dan/atau	Badan	Hukum	Pelaku
Usaha	tidak	ditetapkan	dalam	Daftar	Hitam	Penyelenggara.	
-	Rencana	usaha	(business	plan)	yang	memuat:	Jenis
layanan	sesuai	dengan	penyelenggaraan	yang	dimohonkan;
dan	Cakupan	wilayah	pembangunan	dan	layanan	yang	akan
dibangun	(roll	out	plan)	yang	merupakan	komitmen	untuk	5
(lima)	tahun.	
-	Pernyataan:	Kepemilikan	dana	dari	bank,	paling	sedikit
sebesar	5%	(lima	persen)	dari	total	investasi	untuk
pembangunan	sarana	dan	prasarana	telekomunikasi	selama
5	(lima)	tahun	sebagaimana	tercantum	dalam	roll	out	plan;
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Susunan	kepemilikan	saham	perusahaan	langsung	sampai
dengan	2	(dua)	tingkat	di	atas	perusahaan	Pelaku	Usaha,
termasuk	negara	asal	pemilik	saham;	Tidak	akan	merubah
susunan	kepemilikan	saham	perusahaan	setelah	mendapat
izin	penyelenggaraan	telekomunikasi,	sebelum	memenuhi
kewajiban	pembangunan	paling	sedikit	50	%	(lima	puluh
persen)	dari	total	kewajiban	pembangunan	selama	5	(lima)
tahun	sebagaimana	tercantum	dalam	izin	penyelenggaraan
telekomunikasi;	Kesanggupan	melaksanakan	ketentuan
penyelenggaraan	jasa	telekomunikasi;	dan	Menyampaikan
data	yang	valid	dan	benar.	
-	Konfigurasi	data	teknis	dan	perangkat;
-	Daftar	susunan	pengurus	untuk	membuktikan	bahwa
Direksi,	Pengurus,	dan/atau	Badan	Hukum	Pelaku	Usaha
tidak	ditetapkan	dalam	Daftar	Hitam	Penyelenggara.
-	Memiliki	konfirmasi	status	wajib	pajak	dari	kementerian	yang
menyelenggarakan	urusan	pemerintahan	di	bidang
keuangan;	dan
-	Penyelenggaraan	Jasa	Telekomunikasi	menggunakan
penomoran	telekomunikasi;
-	Mengajukan	permohonan	pelaksanaan	Uji	Laik	Operasi;
-	Memperoleh	surat	keterangan	laik	operasi	berdasarkan
pelaksanaan	Uji	Laik	Operasi.

Kewajiban:	
-	Menggunakan	Alat	dan/atau	Perangkat	Telekomunikasi
yang	telah	memenuhi	persyaratan	teknis	yang	ditetapkan	dan
tersertifikasi;
-	Menggunakan	Alat	dan/atau	Perangkat	Telekomunikasi
yang	telah	memenuhi	persyaratan	teknis	yang	ditetapkan	dan
tersertifikasi;
-	Mengutamakan	penggunaan	Alat	dan/atau	Perangkat
Telekomunikasi	produksi	dalam	negeri	sepanjang
memungkinkan	dan	tersedia;
-	Mengutamakan	penggunaan	Alat	dan/atau	Perangkat
Telekomunikasi	produksi	dalam	negeri	sepanjang
memungkinkan	dan	tersedia;
-	Memenuhi	ketentuan	teknis	dalam	Rencana	Dasar	Teknis
(Fundamental	Technical	Plan)	Telekomunikasi	Nasional
sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;
-	Memenuhi	ketentuan	teknis	dalam	Rencana	Dasar	Teknis
(Fundamental	Technical	Plan)	Telekomunikasi	Nasional
sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;
-	Memenuhi	pelayanan	dan	perlindungan	terhadap	Pelanggan
sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;
-	Memenuhi	pelayanan	dan	perlindungan	terhadap	Pelanggan
sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;
-	Melakukan	upaya	pengamanan	dan	perlindungan	terhadap
layanan	yang	diselenggarakannya	serta	Sarana	dan
Prasarana	Telekomunikasi	sesuai	dengan	ketentuan
peraturan	perundang-undangan;
-	Melakukan	upaya	pengamanan	dan	perlindungan	terhadap
layanan	yang	diselenggarakannya	serta	Sarana	dan
Prasarana	Telekomunikasi	sesuai	dengan	ketentuan
peraturan	perundang-undangan;
-	Memenuhi	kewajiban	pembayaran	Biaya	Hak
Penyelenggaraan	Telekomunikasi	sesuai	dengan	ketentuan
peraturan	perundang-undangan;
-	Memenuhi	kewajiban	pembayaran	Biaya	Hak
Penyelenggaraan	Telekomunikasi	sesuai	dengan	ketentuan
peraturan	perundang-undangan;
-	Memenuhi	kewajiban	Kontribusi	Kewajiban	Pelayanan
Universal/Universal	Service	Obligation	(KPU/USO)	dalam



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.
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bentuk	dana	berdasarkan	persentase	tertentu	dari
pendapatan	kotor	penyelenggaraan	telekomunikasi	sesuai
dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;
-	Memenuhi	kewajiban	Kontribusi	Kewajiban	Pelayanan
Universal/Universal	Service	Obligation	(KPU/USO)	dalam
bentuk	dana	berdasarkan	persentase	tertentu	dari
pendapatan	kotor	penyelenggaraan	telekomunikasi	sesuai
dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;
-	Melaksanakan	komitmen	minimal	pada	tahun	pertama	(awal
operasi).
-	Memenuhi	komitmen	layanan	dan/atau	penyediaan	jasa
telekomunikasi	secara	menyeluruh.
-	Menuangkan	setiap	kerja	sama	Penyelenggaraan	Jasa
Telekomunikasi	dalam	perjanjian	tertulis;
-	Menuangkan	setiap	kerja	sama	Penyelenggaraan	Jasa
Telekomunikasi	dalam	perjanjian	tertulis;
-	Memenuhi	ketentuan	struktur	kepemilikan	saham	pada
badan	hukum	Penyelenggara	Jasa	Telekomunikasi	sesuai
dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;
-	Memenuhi	ketentuan	struktur	kepemilikan	saham	pada
badan	hukum	Penyelenggara	Jasa	Telekomunikasi	sesuai
dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan;
-	Mencatat,	merekam,	dan/atau	menyimpan	secara	rinci
pemakaian	Jasa	Telekomunikasi	yang	digunakan	Pelanggan
paling	singkat	selama	3	(tiga)	bulan;
-	Mencatat,	merekam,	dan/atau	menyimpan	secara	rinci
pemakaian	Jasa	Telekomunikasi	yang	digunakan	Pelanggan
paling	singkat	selama	3	(tiga)	bulan;
-	Memelihara	rekaman	data	pengukuran	kualitas	layanan
Jasa	Telekomunikasi	selama	1	(satu)	Tahun	Buku	dan
menyimpannya	sampai	dengan	1	(satu)	Tahun	Buku	ke
depan;
-	Memelihara	rekaman	data	pengukuran	kualitas	layanan
Jasa	Telekomunikasi	selama	1	(satu)	Tahun	Buku	dan
menyimpannya	sampai	dengan	1	(satu)	Tahun	Buku	ke
depan;
-	Memenuhi	standar	kualitas	layanan	penyelenggaraan
telekomunikasi;
-	Memenuhi	standar	kualitas	layanan	penyelenggaraan
telekomunikasi;
-	Mempublikasikan	pencapaian	standar	kualitas	layanan
untuk	setiap	periode	pelaporan	secara	daring	melalui	laman
kontak	layanan	informasi	milik	Penyelenggara	Jasa
Telekomunikasi;
-	Menyampaikan	laporan	Penyelenggaraan	Jasa
Telekomunikasi	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan
perundang-undangan;	dan
-	Memenuhi	kepatuhan	penyelenggaraan	telekomunikasi
sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

1. Dengan	ketentuan	bahwa	Izin	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran	ini.
2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)

Kementerian/Lembaga	(K/L).
3. Verifikasi	pemenuhan	persyaratan	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	Izin	tersebut.
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